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<b>ABSTRAK</b><br>

Tesisini membahas mengenai pentingnya pemegang saham meneliti keabsahan nama sebagai pemilik
saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebelum mengajukan Hak Pemeriksaan terhadap
Perseroan Terbatas. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai hak pemegang saham yang berlaku setelah saham tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham atas nama pemiliknya. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode
penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dan wawancara tertulis dengan narasumber
guna mendapat keterangan mengenai dasar alasan ditetapkannya jumlah minimum kepemilikan saham
sebagai syarat utama digjukannya Hak Pemeriksaan di dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas. Y ang menjadi dasar penentuan syarat minimum jumlah kepemilikan
saham paling sedikit sebesar 1/10 (satu persepuluh) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara
adalah demi untuk melindungi kepentingan perusahaan dari pihak-pihak yang mempunyai itikad tidak baik
untuk mengganggu operasional suatu perusahaan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan
pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalamnya. Pengajuan permohonan Hak Pemeriksaan dapat
dilakukan oleh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham. Notaris sebagai
pejabat umum mempunyai peranan dalam turut mencegah permohonan hak pemeriksaan oleh pemegang
saham, yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum kepada pemegang saham maupun anggota Direksi dan
Dewan Komisaris dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan tetap berpedoman pada
prinsip mandiri dan tidak berpihak. Notaris harus mempunyai dasar pengetahuan yang memadai dalam
memberikan saran dan pendapat hukum, sehingga profesi Notaris bukan hanya sekedar pembuat akta,
namun merupakan profesi hukum yang mempunyai integritas, martabat dan wibawa di dalam masyarakat.
<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This thesis describes the importance of shareholdersto check the validity of names as shareholders
contained in the Register of Shareholders prior to submitting the request for Rights to Check toward the
Limited Liability Company. This provision has a connection with Article 52 paragraph (2) Law Number 40
of 2007 regarding Limited Liability Company on the rights of shareholders which shall be effective after
recording of sharesin the Register of Shareholdersin favor of the owner thereof. In the writing of thisthesis
the writer adopts literature research method using secondary data and written interview with resource-
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persons to obtain any information concerning the basis for stipulation of minimum amount of shareholding
as main requirements for the submission of Rights to Check in the Draft Law Number 40 of 2007 regarding
Limited Liability Company. The basis for minimum requirement of total shareholding of at least 1/10 (one-
tenth) portion of total shares with voting rights shall be protecting the interest of the company from any
parties with bad faith who intend to interrupt the operation of a certain company that may

inflict alossto the company and any parties who have interest therein. Submission of the request for Rights
to Check can be made by any shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders.
Notary Public has, as public official, aroleto participate in avoiding the request for the rights to check by
any shareholder, namely by giving legal information to shareholders or members of Directors and

Board of Commissionersin the forum of General Meeting of Shareholders (RUPS) by continuously
referring to principles of independence and impartiality. Notary public shall have sufficient basic knowledge
in giving suggestion and legal opinion, so that the profession of Notary Public is not only drawing up any
deeds, but also serving aslegal profession who has integrity, dignity and influence in society.



